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Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama 

Keputusan Menteri Agama Nomor 98 Tahun 2014 tentang Penetapan Akun Media 

Sosial Kementerian Agama 

Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Agama Tahun 2015-2019 

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada 

Sekretariat Jenderal Kementerian Agama 
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Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan 

Departemen Agama menjadi Kementerian Agama 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor  6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 

Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintahan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor  14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 

Instansi Pemerintah 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor  15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor  16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor  31 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor  24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah  2015-2019 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Dan Transaksi Elektronik 
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Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan 

Informasi Publik 

Surat Edaran Inspektorat Jenderal Nomor 005 Tahun 2016 tentang Digitalisasi 

Dokumen Dan Entri Data Ke Dalam Aplikasi E-MPA di Lingkungan 

Kementerian Agama 

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SJ/B.VIII/3/HM.01/861/2010 tentang 

Perubahan Nama Domain Situs Web www.depag.go.id, menjadi 

www.kemenag.go.id  

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SJ/B.Vlll/1/HM.00/ 1050/2012 tentang 

Electronic Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA) Berbasis Web 

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SJ/B.Vlll/1/HM.00/ 1671/2012 tentang 

Pemanfaatan Aplikasi Dokumen Elektronik 

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SJ/B.Vlll/2/HM.00/ 186-07/2013 tentang 

Publikasi Kegiatan dan Program Melalui Website  

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SJ/B.Vlll/2/HM.00/ 4044/2013 tentang 

Optimalisasi Tugas dan Fungsi Subbagian Informasi dan Hubungan 

Masyarakat 

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SJ/B.Vlll/1/HM.00/ 1306 /2015 tentang 

Pelaksanaan Penyusunan Bahan Publikasi Tingkat Provinsi 

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat e-Mail Resmi Pemerintah 

pada Instansi Pemerintah 

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 9 Tahun 2014 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 di 

Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 

Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar Isiian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sebagai Informasi Publik yang Wajib 

Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala oleh Badan Publik 

Undang-Undang Dasar NKRI 1945 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik  
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Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  

Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  

Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 

Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

 

Website: 

balitbangdiklat.kemenag.go.id, diakses Maret 2016 

bimasbuddha.kemenag.go.id, diakses Maret 2016 

bimashindu.kemenag.go.id, diakses Maret 2016 

bimasislam.kemenag.go.id, diakses Maret 2016 

bimaskatolik.kemenag.go.id, diakses Maret 2016 

bimaskristen.kemenag.go.id, diakses Maret 2016 

hkln.kemenag.go.id, diakses Maret 2016 

http://bappeda-bandung.go.id/musrenbang/, diakses 19 Januari 2015 

https://e-musrenbang.bappenas.go.id/, diakses 18 Februari 2016 

http://musrenbang.surabaya.go.id/, diakses 19 Januari 2015 

itjen.kemenag.go.id, diakses Maret 2016 

kemenag.go.id, diakses Februari 2016 

kemendag.go.id, diakses Februari 2016 

kemenkeu.go.id, diakses Februari 2016 

kemlu.go.id, diakses Februari 2016 

musrenbang.makassar.go.id, diakses 19 Januari 2015 

musrenbang.surabaya.go.id, diakses 19 Januari 2015 

ortala.kemenag.go.id, diakses Maret 2016 
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pendis.kemenag.go.id, diakses Maret 2016 

pkub.kemenag.go.id, diakses Maret 2016 

pu.go.id, diakses Februari 2016 

rocan.kemenag.go.id, diakses Maret 2016 

ropeg.kemenag.go.id, diakses Maret 2016 

www.pegi.layanan.go.id., diakses 17 Januari 2015 
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